BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel anggaran
berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi
aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur daerah di 25 OPD Kabupaten
Purbalingga dengan teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling dan
diperoleh 143 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini
menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan
baik, pemerintah daerah telah melakukan perencanaan anggaran hingga
evaluasi kinerja. Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja yang
baik akan dapat mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan anggaran
secara efektif sehingga hasil kinerja instansi dapat meningkat pula.

2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk

memantau dan mengevaluasi hasil kinerja dan pelaksanaan anggaran.
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Sistem pelaporan yang baik dapat mengkomunikasikan hasil Kkinerja
instansi pemerintah selama satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan
sasarannya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik
pada setiap instansi pemerintah.

3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian akuntansi yang optimal
maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin valid dan akurat,
dengan demikian instansi dapat melakukan penilaian risiko pada setiap
kemungkinan timbulnya pelanggaran pada sistem dan prosedur akuntansi.
Dengan adanya pengendalian akuntansi yang optimal, perencanaan
program dan kegiatan akan dapat berjalan dengan lebih baik serta akan
mendorong dan meningkatkan upaya instansi dalam mencapai target yang
ditetapkan sehingga akuntabilitas kinerja akan semakin meningkat pula.

4. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas Kkinerja instansi pemerintah di Kabupaten
Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aparatur yang
berkompeten dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai
dengan tugas dan jabatannya serta didukung dengan sikap kerja yang baik
maka kinerja instansi akan lebih optimal sehingga visi, misi, dan tujuan
instansi dapat tercapai serta hasil kinerja instansi dapat meningkat pula.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini

telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan uiji
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koefisien determinasi nilai adjusted R? = 0,45 yang berarti variabel anggaran
berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi
aparatur pemerintah dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebesar 45% dan sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Implikasi hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan masalah yang dipaparkan
dalam latar belakang penelitian, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah daerah
Kabupaten Purbalingga agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah. Setiap OPD di Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan
pelaksanaan evaluasi secara sistematis dan terjadwal baik evaluasi atas pelaksanaan
program dan kegiatan maupun evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran agar pengalokasian anggaran dapat lebih sesuai dengan skala prioritas
atau kebutuhan dan hambatan atas pelaksanaan kinerja dapat terpantau dengan baik.
Selain itu, setiap OPD perlu menetapkan target atau jangka waktu untuk
melaksanakan suatu tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan sehingga tidak
terjadi keterlambatan koreksi yang menyebabkan lemahnya kinerja pegawai dan
OPD dapat melakukan perbaikan perencanaan untuk menghindari terjadinya
penyimpangan. Setiap OPD juga perlu mengadakan program pengarahan dan
pelatihan yang lebih efektif guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman
aparatur sehingga kompetensi aparatur pemerintah dapat lebih maksimal dan
mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten

Purbalingga.
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5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan,

antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses perizinan penelitian memerlukan waktu yang cukup lama
dikarenakan dilakukan melalui email sehingga ada kemungkinan tertumpuk
dan tidak terbaca. Terdapat pula OPD yang tidak memberikan izin untuk
dijadikan responden penelitian.

2. Kesulitan dalam mengumpulkan kembali kuesioner dikarenakan mengingat
kesibukan dari responden, beberapa kuesioner kembali dalam waktu yang
cukup lama.

3. Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD Kabupaten
Purbalingga, sehingga akan terdapat perbedaan hasil penelitian dan
kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada subjek yang berbeda.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut saran yang
dapat dikemukakan dalam penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, agar
dapat lebih memperhatikan waktu dalam penyebaran kuesioner serta
melakukan monitor secara berkala supaya kuesioner tidak tertumpuk
dengan dokumen lain, sehingga waktu pengumpulan data dapat lebih
singkat.

2. Bagi aparatur pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi

saran bagi pemerintah daerah guna meningkatkan anggaran berbasis kinerja,
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sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur
pemerintah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih

optimal.
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